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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PEMERINTAH DARRAH TERHADAP 
PEMEBERIAN IZIN USAHA P ADA PRUSAHAAN YANG BEROPRASI DI 

KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

ROBEN Y ANKAT 
yangkatroben@gmail.com 

Program Pasca srujana Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bagaimana kebijakan Pemerintah Daearah 

terhadap pemberian izin usaha pada prusahaan yang beroprasi di Kabupaten Ntmukan 
dan untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan Pemerintah Daeah terhadap pemeberian izin usaha pada prusahaan yang 

beroprasi di Kabupaten Ntmukan. Kabupaten Nunukan adalah salal1 satu kabupaten di 
provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki potensi kekayaan alam seperti tambang emas, 

batu bara, gas bumi, perkebtman, minyak bumi dan yang tidak menjadi rallasia lagi yaitu 

hamparan hutan yang begitu luas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian Deskriptif Analitik, kareana penelitian ini sangat tepat digunakan untuk 

mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 
hubtmgan antara fenomena yang sedang diselidiki. Hasil penelitian tersebut adalah 

didapatkarmya Faktor-taktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalarn Memberikan Izin U saba Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten 
Ntmukan. Salasatu faktor yang didapat adalah faktor penghambatnya anatara lain 

kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat masih kurang dapat dipahami oleh 
masyarakat, minimnya anggaran sosialisasi sehingga menghambat sosialisasi kepada 

masyarakat di tahtm 2017. Dengan kurangnya masyarakat memahami persyaratan 

terse but sehingga masih banyak jenis perizinan yang bel urn terpenuhi. 
Kebijakan tersebut diatas adalah untuk memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik 
dengan serius. Demi mewujudkan pelayanan yang prima sala satu kebijakan yang 

dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan 
sampai pada diterbitkarmya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga 

mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan 

rerjangkau. 

Kata lunci : implentasi kebijakan, perizinan, usaha 
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ABSTRACt 

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES ON GRANTING 
BUSINESS LICENSES TO COMPANIES OPER4TING IN NUNUKAN 

REGENCY, NORTH KALIMANTAN PROVINCE 

ROBb'N YANGKAT 
Yangkatroben@gmail. com 

Program Pascasrujana Universitas Terbuka 

business licenses to companies operating in Nunukan Regency, North Kalimantan 
Province (Kaltara) and to analyze what factors influence the implementation of 
local government policies on the granting of business licenses to companies 
operating in Nunukan Regency. Nunukan Regency is one ~f regencies in the 
province of North Kalimantan, which has the potential of natural wealth such as 
gold mining, coal,natural gas, plantations, petroleum and that is no longer a 
secret that is the vast expanse of forest. The research method used in this research 
is descriptive analytic study, because this research is very appropiate to be used 
to obtain systematic, factual and accurate descriptions of the facts of the 
relationship between the phenomena being investigated. The results of the 
research are the findings of the factors that influence the im!pementatfon of local 
government policy in granting small and medium business license in Nunukan 
Regency. One of factors is the inhibiting factors, among others, policies that are 
oriented to the interests of the people are still less understood by the community, 
the minimum budget for socialization has hampered public awareness in 201 7 
years. With the lack of community understanding of the requirements so there are 
still many types of licenses that have not been met. T'he above policy is to 
seriously improve the quality ofpublic services. In order to realize the excellent 
service, one of the planned policies is the implementation of one-door integrated 
services based on the Regulation of The Minister of Interior number 24 of 2006 
on guidelines for the imlementation of one-stop integrated service. in principle 
this activity is the aclivityof licensing or non licensing ser.?ice ~vhich prncess 
strarts from the aplication until the issuance of a document conducted at one
door, so as to realize public services that are fast, cheap, easy, transparent, 
certain and a_ffordable. 

Key Word : Implementation of policies, licensing, business. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

1. Geografi · 

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' 

Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4~4'55" Lintang Utara mempakan 

wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan tJtara. Posisinya yang berada di 

daerah perbatasan Indonesia- Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai 

daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Wilayah Kabupaten 

Nunuk:an disebelab Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia '1'imur-

Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia Timur-Serawak. Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 

mempakan basil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.263,68 

km2
. Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai terpanjang adalah 

sungai sembakung dengan panjang 2:TS k:m sedangkan stmgai tabur merupakan 

sungai terpendek dengan panjang 30 km. 

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal 

terdapat di sebelah utara bagian barat, perbuk:itan sedang di bagian tengab dan 

dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah 

timur. Perbukitan teijal di sebelah utara merupakan jalur pegtmtmgan dengan 

ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas pennukaan 1aut. Kemiringan tmtuk daerah 

dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan 

bb 
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memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian 

kemiringan rata-rata berkisar antara 0 -50%. 

1.2 lklim 

Proses penggantian panas dan uap air antara bmni dan atmosfir dalam 

jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. 

lklim mempakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang meliputi panas, 

kelembaban dan gerakan udara. Kabupaten Nunukan berada di wilayah 

khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu 

musim kemarau dan musim pengbujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu 

Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan 

Mei-Oktober Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi 

Nunukan pada tahtm 2011, Nunuk:an menga1ami iklim panas dengan suhu udara 

rata-rata 27,10c. Suhu udara terendah 22,30c teijadi pada bulan Juli, dan tertinggi 

31 ,40c pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan yang cenderung panas 

dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelliingi taut. Walaupun 

mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah 

hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah 

hujan yang relatif tinggi. .Pada tahun 2011 kelembaban udara berkisar antara 

47,0% sampai dengan 100,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 259,8 

mm, dengan curah hujan tertinggi 446,2 mm pada bulan Agustus dan terendah 

121,6 mm pada bulan November. Rata-rata kecepatan angin mengalami 

· pembahan dari talum lalu, · yaitu menjadi 3,2 knots. Persentase penyinaran 

matahari rata-rata 56%, terendah 44% pada bulan Maret sedangkan tertinggi 

menca pai 67% teijadi pada bulan Oktober. 
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1.3 Demografi dan Sumber Daya Manusia 

Jumlah penduduk kabupaten Ntmukan pada tahtm 2009 beijumlah 

132.543 dengan kepadatan penduduk mencapai 9,29 jiwa/km, bi1a dibandingkan 

dengan tahun 2008 jwnlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% 

faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin 

lengkapnya berbagai tasihtas publik yang dibubkan masyarakat, kemudian . 

dibukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebtman, khususnya kelapa sawit dan 

industri pengolahan kayu serta sektor jasa. 

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola 

persebaran penduduk secara keseluruhan. berdasarkan pola pesebaran penduduk 

kabupaten nunukan menurut luas wilayah belum merata sehingga terlihat adanya 

perbedaan kepadatan penduduk yang menco1ok antar kecamatan. 

Dari sembilan kecamatan yang ada terlihat bahwa kecamatan sebatik 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 206,95 jiwa/lan diikuti oleh 

kecamatan sebatik barat dengan kepadatan 81,18 jiwa/km sedangkan untuk 

kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada berkisar antara 1,35 - 59,80 

jiwalkm. 

Seiring dengan semalcin padatnya jum1ab penduduk yang ada jumlah 

keluarga yang tinggal dikabupaten nunukan mengalami peningkatan sebesar 6,9% 

dibandingkan tahun 2008. sebagian besar tinggal di kecamatan nunukan, sekitar 

40,2% kemudian 14% diantaranya tinggal di kecamatan sebatik ditinjau dari 

komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlihat bahwa pada tahun 2009 

jumlah penduduk laki-laki di kabupaten nunukan masih lebih banyak dibanding 
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perempuan. ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,19 artinya pada setiap 100 

orang perempuan terdapat 113 orang laki-laki. 

i.4 Sosiat Budaya 

Sebagian besar penduduk nunukan terutama yang berdiam di daerah pantai 

dan tepian sungai dipedalam masih menganut kepercayaan animisme dan 

sebagian 1agi memeluk agama .kristen dan katolik. 

Penduduk asli di pedalaman dahulunya hidup berpindah-pindah 

(nomaden), hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah 

berladang dengan berpindab-pindah serta berburu. sedangkan penduduk yang 

tinggal di daerah pantai dan tepi sungai, selain hidup dengan bercocok tanam 

secara menetap juga hidup sebagai nelayan, pedagang, pegawailkaryawan, 

dipemerintah mauptm swasta. Secara mnum dapat dikatakan babwa masyarakat 

nunukan memiliki sifat yang ramah tamah, jujur, dan memiliki semangat 

gotongroyong yang tinggi tamu atau pendatang dari luar sangat dihormati, 

masyarakatnya juga . sangat re1igius dan memiliki rasa toleransi antar umat 

beragama yang tinggi. 

1.5 Pemerintahan 

Selama lebih dari sepuluh tahun menyelenggarakan pemerintahannya, Kabupaten 

Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup pesat baik dilihat 

dari pembangunan fisik mauptm non:tisik. Secara administratit~ Kabupaten 

Nunukan terbagi atas 15 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis 

Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km2 atau 
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sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga 

memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 

49 desa. Sedangk:an kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 

Sebatik Utara, yaitu 15,39 km2 atau sekitar 0,11% dari luas Kabupaten Ntmukan. 

Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota kabupaten memiliki luas 

wilayah 564,5 km1 atau sekitar 3,96%. dari luas wilayah Kabupaten Nunukan. 

Tabel 4.1 Luas wilayah Kabupaten Nunukan . 

. l!!~- wilay~ --

jumlah Adminisirasi 
-. 1;erbangun 

No Kecamatan 
kelurahan %Thd %Thd 
desa Ha Total Ha Total 

1 Krayan 65 183.474 12.88 
2 Krayan Selatan 24 175.766 12.34 
3 Lumbil'! .. .. 28 29.023 2.04 

~ ,-7-·~.:. 

4 Lumbis Ogong 49 335.701 23.56 
5 Sembakung 18 204.266 14.34 
6 Nunukan 5 56.45 3.96 
7 Sei Menggaris 9 85.048 5.97 
8 Nunukan Selatan 4 18.177 1.28 
9 S~buk.u 10 . 160.848 ' 11.49 

I I 
10 Tulin Onsoi 12 151.336 10.62 
11 Sebatik 4 5.107 0.36 

I 12 Sebatik Timur 4 3.917 0.27 

I 
I 

13 Sebatik Tengah 4 4.771 0.33 
14 Sebatik Utara 4 1.539 0.11 
15 , Sebat!k Barat . 3 9.327 0.65 

I Sumber: Kab.Nunukan Dalam Angka 2012 

Secara administratif, sejak Tahun 2011 Wilayah Kabupaten Nunukan 

terbagi atas i 5 kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan terdiri dari 

240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah 

terluas, yaitu 3.357,01 km2 atau sekitar 23,56% dari luas Kabupaten Nunukan. 

Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingk:an 

kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas 

' I ' 

43686.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I I 

I 

. I 
I 

I I 
, I 

I 
I 

I 
i 

·.I 

71 

wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km2 atau sekitar 

0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. kecamatan Nunukan yang juga merupakan 

ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km2 atau sekitar 3,96% dari luas 

wilayah Kabupaten Nunukan. 

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Nunukan 
Sumber : Kab.Nunukan Dalam Angka 2012 

B. Gambaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Nunukan 

2.1 DasarPembentukan Organisasi 

Badan Koordinasi Pcna..-mman Modal dan Pcr'.zinan Tcrpadu (BKPl'v'fPT) 

Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah no 12 tahun 2011 

tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 22 talmn 2008 Kabupaten 
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Nunukan tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata lembaga teknis 

daerah kabupaten nunukan. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Daerah 

lnstitusi ini secara khusus d.ibentuk: untuk memberikan pelayanan langsung 

kepada masyarkat khususnya dibidang peneneman modal dan perizinan yang 

sebelumnya dilaksnakan oleh dua instansi yaitu penanaman modal dan kantor 

pe!ayanan perizinan terpadu. 

2.2 Visi dan Misi 

Visi BKPMT kabupaten nunukan tahun 2011-2017 ada!ah •• teiWujudnya 

peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk mendorong iklim usaha in iklim 

investasi di kabupaten nunukan". Pernyataan visi tersebut terdiri dari 2 frase kunci 

yauitu pertama, peningkatan .kua!itas pe!ayanan perizinan dan yang ke dua, 

mendorong iklim usaha dan iklim investigasi frase kunci pertama merupakan 

impementasi salah satu arah kebijakan program pembangunan daerah kabupaten 

nunukan yaitu meningkatkan mutu layanan publik mela!ui perbaikan sistem, 

peningkatan sarana prasarana, dengan memperhatikan azas kecepatan layanan. 

Kejelasan prosedur dan taris(transparansi) serta · dukungan fasilitas tentang 

teknologi intormasi yang modern. Misi HKPMPT .kabupaten nunukan tahun 

2011-2017 adalal1 sebagai berikut: 

a. Optimalisasi penyelengaraan pelyanan perizinan da,n non perizinan melalui 

. pola pelayanan terpadu satu pintu 

b. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dalam penyelengaraan 

pelayanan perizimm dan non perainan 
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c. Meningkatkan akses pelayanan perizinan yang luas mudah, cepat dan di 

dukung sistem otomasi pelayanan perizinan, informasi, sosialisasi, pegaduan 

dan promosi yang berbasis teknologi infonnasi. 

2.3 Tugas pokok 

Menyusun dan melaksanakan kebijakn daerah dibidang penanaman modal dan 

pelayanan perizinaan terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku 

2.4 Fungsi 

H.KPMPT dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggraaan fungsi sebagai 

berikut 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peneneman modal daerah dan perizinan 

terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telab ditetapkan oJeh 

pemerintah daerah. 

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknia 

administratit bidang penanaman modai daerab dan perizinan terpadu. 

c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan 

d. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fimgsional 

e. .Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh buaptai sesuai dengan tugas dan 

fimgsinya. 

2.4.1 Struktur organisasi 

· a. · Kepala badan 

b. Sekretariat yang terdiri dari 

1) Sub bagian penyusunan program dan pelaporan 

2) Sub bagian umum dankepegawaian 
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3) Sub bagian keuangan 

c. Bidang penanaman modal yang tersusun dari 

1) kasubid promosi dan ketja sama 

2) Kasubid pengawasan dan pengendalian 

d. Bidang perizinan usaha yang terdiri dari 

' 1) Kasubid bidang perizinan, prindakop, perhubungan, kominto dan 

ESDM 

2) Kasubid bidang pariwisata, pekerjaan umum dan pertanian 

e. Bidang perizinan tertentu yang terdiri dan 

I) Kasubid biang perizinan, pertahanan, pembangtman dan pemetaan 

2) Kasubid bidang perizinan pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerjaan 

t Bidang data dan sistem intonnasi yang terdiri dari 

I) Kasubid pengolahan data 

2) Kasubid bidang sistem infonnasi 

g. Tim teknis 

h. Kelompok jabatan ftmgsional 

2.4.2 Sumber Daya Manusia Aparatur 

Dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan per 31 

Desember 20I7 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 68 Orang, terdiri dari 

PNS 32 orang dan Non PNS 36 orang , 

Sistem pe1ayanan terpadu pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan 

· efesiensi dan efektivitas dengan memperpendek jarak atas kondisis geografis 

wilayah dari fungsi layanan terkait, sehingga pemberian pelayanan lebih singkat 

kepada penggunaan layanan di1ihat dari sisi akses dan proses pemberian 1ayanan. 

43686.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



/':J 

penerapan konsep ini mensyaratkan adanya penyederhanaan prosedur dan integrasi 

penyelengaraan pelayanan dalam satu tempat agar dapat memeberikan pelayanan 

yang mudah,sederhana, cepat, murah. 

Mengacu pada peraturan pemerintah no 96 tahun 2012, sistem pelayanan 

terpadu dibedakan atas pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan terpadu satu 

atap. Sstem pelayanan terpadu satu pintu berupa peJayanan yang terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melaui satu pintu tujuan : 

a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat 

b. Memperpendek proses pelayanan 

c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan. 

d. Medekatkan dan meberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. 

Dasar utama pelaksanaan sistem pelayanan terpadu adalah pendelegasian 

kewenangan dari kepala daerah kepada PTSP meliputi : 

a. Menerimaan dan pemprosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai 

dengan standar pelayanan dengan menerbitkan produk pelayanaan sesuai 

dengan ketentuan perundang undangan 

b. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar 

pelayanan. 

· c. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokwnen perizinan dan/atau 

nonperizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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d. Memberi persetujauan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan 

nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Penerimaan dan pengadministrasian baiya jasa pelayanan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

t: Penetapan standar pe1ayanan danmaklumat peiayanan. 

Fungsi PTSP di lingkungan pemrintah kabupaten nunukan melekat pada 

BKPMPT, dalam peraturan bupati mmukan nomor 35 tahtm 2012 tentang 

penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas badan koordianasi penanaman 

modal dan perizinan terpadu kabupaten nunukan pada pasal 3 ayat 2 buruh d 

dinyatakan bahwa tugas pokok kepala BKPMPT menyelengarakan ftmgsi 

pelayanan administrasi perizinan scara terpadu sesuai dnegan pendelegasian 

kewenangan dari bupati.peraturan bupati nomor 25 tahun 2013 tentang pedoman 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP mepertegas 

kedudukan Bk.PMPT sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi menyelengarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang 

didelegasikan dengan pola PTSP. 

Dasar pelayanan P'l'SP diatur melalui keputusan bupati nunukan nomor 17 tal1un 

2015 tentang delegasi wewenagng bupati dalam menyelengarakan pelayanan 

perizinan dan non perizinan di lingkungan pemerintah kabupaten nunukan, 

sebanyak 42 jenis pelayanan perizinan dan 1 jenin layanan non perizinan berupa 

segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas iskal dan infmmasi ssuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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Disamping itu Dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu Kabupaten 

Nunukan memiliki 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nunukan, 

Sebatik, Sebuku, Sembaktmg, Lumbis, Sebatik .Harat,Nunukan Se1atan dan 

Krayan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan No. 03 tahun 2001 tentang uraian 

tugas pejabat struktura1 d.inas penanaman modal dan kantor pe1ayanan perizinan 

terpadu kabupaten nunukan. dinas penanaman modal dan kantor pelayanan 

perizinan terpadu mempunyai tugas· inelaksanakan wewenang otonomi daerah . 

dibidang perizinan. 

a. Tugas Kepala Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu 

Membantu bup~ti sesuai dt:mg~n bidang tugasnya. 

b. Memimpin, merencanakan, mengk:oordinasi, membina, mengendalikan dan 

mengawasi semua kegiatan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan 

perizinan terpadu. 

c. Memberi saran dan pertimbangan kepada bupati tentang Iangkah-langkal1 yang 

perlu diambil dalam hi dang perizinan 

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang perizinan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jababan kepada bupati. 

e. Memmuskan kegiatan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan urusan 

keuangan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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f. Merumuskan kebijakan oprasional dibidang sarana dan perasaranya yang 

meliputi urusan bidang perencanaan dan pelaporan, pembangunan, 

pemehharaan 

g. Memmuskan penyusunan penetapan kineija dan penyunan laporan 

akuntabilitas kinelja instansi pemerint<Jh (Jakip) 

h. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

2.4.3 'i'ugas Sekretaris 

a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai, hasil keija bawahan 

b. lvienyusun rencana kerja sekretaris dinas penanaman modai dan kantor 

pelayanan perizinan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana 

yang tersed.ia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas 

d. Mengkonsultasikan kegiatan sekertariat kepada kepala dinas 

e. Mengk.onsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersiafat urugent kepada 

kepala dinas. 

f Memberikan saran dan p~rtimban~an kepada kepala dinas tentang langkah

langkah yang per1u diambil dalam bidang tugasnya 

g. Melaksanakan ketatausahaan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan 

perizinan terpadu ses1Uli dengan ketentuan yang ber1aku 
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h. Mengk:oordinasikan penyusunan laporan akuntabilitan kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinexja dinas penanaman modal dan kantor 

pelayanan perizinan terpadu. 

i. Mengoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk 

disampingkan secara berkala kepada BKD dan bagian organisasi setkab 

Nunukan. 

j. Menghimpun dan menyampaikan bahan bahan keterangan laporan keterangan· 

pertanggtmg jawaban (LKP J) ~Bupati, 1aporan penye1engaraan pemerintah 

daerah (LPPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada 

BAPPEDA setiap bulan. 

k. Mengkoordinasikan sub-sub bagian yang me1aksanakan urusan umum, 

kerumah tanggaan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan dinas penanaman 

modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu 

l. Mengkoordinasikan inventerisasai dan memprsiapkan urusan pengbapusan 

barang perlengkapan 

~ 

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi pennasalahan sekretariat 

serta mencari altematif pemecahannya 

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan. 

o. Melaksanakan dan melaporkan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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2.4.4 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kdulll!Juk jabatan fwtgsiumtl tllt:mpuuyai luga:s mdaksauakct.U st:bagiau 

tugas dan fungsi dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu 

sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana d1maksud terdiri dari sejum1ah tenaga dan jenjang jabatan fungsiona1 

sesuai dengan keahlian. setiap kelompok jabatan fungsional dipinpin oleh tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas, jenis dan jabatan fungsional 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keija. 

2.4.5 Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang pelaksana&n tugas pokok dan fungsinya, Dinas penanaman 

modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana berupa, kendaraan Dinas, Inventaris dan fasilitas 

lainnya. Dengan meHhat keberadaan D'dlas penanaman modal d:'an kantor 

pelayanan perizinan terpadu sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab 

kepada Bupati mengenai Penyelenggaraan kegiatan di Bidang perizinan, maka 

binas penanaman modal dan kantor pe1ayanan perizinan terpadu seharusnya dapat 

mengimplementasikan program kerjanya kepada suatu tindakan berupa kegiatan

kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin di 

capai sehingga akan terwujud "" Tata Pemerintahan yang Baik "" ( ""UOOD 

GOVERNMENT"). 

C. Hasll .Penelitian 

3.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Kabupaten Nunukan 
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Berdasarkan basil wawancara dan penelitian di Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Diah Anggreni Kepala Seksi dan Pengembangan 

BPMP Kabupaten Ntmukan menyatakan ketika diwawancara penulis sebagai 

berikut: 

Bu bgaimana upaya yang dilkukan pemerintah daearah Kabupaten 
Nunukan melalui BPMPT meningkatkan kualitas pelayanan publik 
bidang perizinan investasi ? 
Untuk mewujudkannya pak dari seksi kami sudah membentuk tim 
penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan Permendagri 
No.24 tahun 2006, tent~ng Pe~1oman penyelenggara pelayanan terpadu 
satu pintu. 
Selanjutnya pa pealayanan terpadu satu pintu ini juga untuk mengatasi 
kendala-kendala yang di alami oleh pihak pemohon. 
Seperti : Kendala Jarak, kendala Biaya, dan kendala Waktu. 
Ini adalah sala satti usaha untuk mewujudkan pelayamm pr.iilla. 

Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan 
perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai 
pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di 
satu pintu sehingga mewujudkan peiayanan publik yang cepat, murah, mudah, 
transparan, pasti, dan terjangkau. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
24 Tahun 2006, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 
dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 
tempat. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan merupakan sebuah 

lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk urusan dalam perannya 

sebagai lembaga pemerinta!:-an daerah y:,ng =empun.yai ttlgas pemerintahan 

yakni dalam segi pelayanan. Bentuk pelayanan publik dalam masalah perizinan 

. yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan, 

unit tersebut merupakan lembaga yang diberi kewenangan o1eh pemerintah daerah 

Kabupaten Nunukan utituk mengurusi masalah perizinan dalam hal kegiatan 

usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses 
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pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ntmuk:an. Dibentuk:nya Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu k.abupaten Nunuk:an merupakan salah satu dinas 

yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Nunuk:an yang memberikan pelayanan 

yang berkualitas, karena dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini 

masyarakat diharapkan mendapatkan banyak kemudahan dalam pelayanan publik 

terutama dalam pelayanan administratif tentang perizinan. Dengan adanya Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu, maka terjadilah pendelegasian kewenangan 

perizinan dari Bupati k.abupaten Nunuk:an ke Kepala Badan Pelayanan .Perizinan 

Terpadu yang tadinya ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Nunukan diserahkan 

kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga yang berwenang menanda

tangani keputusan perizinan adalah Kepa1a Pelayanan Perizinan terpadu atas 

nama WaliKabupaten Nunukan. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu hanya sebatas menyelenggarakan izin saja baik menerima izin maupun 

menotak izin yang diajuk:an oleh masyarak:at Banyak perizinan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Kabupaten Nunukan yang seharusnya di penuhi masyarakat 

antara lain: 

a. Surat lzin Us3ha Perdagangan (S1UP) SIUP adalah lzin Usaha yang 

dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten!Wilay_ah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk 

menjalankan usaha perdagangan. SIUP adalah ~urat izin yang diberikan oleh 

menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan 

usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan untuk usaha mikro kecil 

menengah kepada para pengusaha . 
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b. Izin Gangguan (HO) 

Izin gangguan ini sendiri adalah izin tempat usaha!kegiatan kepada pribadi atau 

badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi 

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarak:at serta kelestarian 

lingkungan hidup. 

c. lzin Usaha lndustri (JUl) 

Merupakan surat Izin untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan 

legalitas atau pemenuhan berkas tmtuk menduktmg usaha yang bergerak di 

bidang industri. lzin usaha ini wajib dimiliki oleh usaba yang memiliki modal 

sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. 

d. Tanda Da:ftar Perusahaan (TDP) Tand(l daftar p~rusahaan (TDP) Adalah tanda 

bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan 

pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan 

oleh pe.luilik ata-u pengw-us ·perusat"laan yang be:rsangk'utall, atau dapat 

diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Perusahaan yang wajib 

didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Badan 

Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/ CV, Firma, PT), dan Perorangan. 

Khusus Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan secara 

pribadi,mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan 

izin usaha, dan bukan merupak:an suatu badan hukum atau suatu persekutuan 

dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan. 

Berdasarkan Permendagri No 24 tahun 2016 tentling Pedoman Penyelenggaran 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditandak Lanjuti dengan Peraturan 

WaliKabupaten Kabupaten Nunukan No. 58 Tahun 2011 Tentang Tugas, 
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Fungsi, dan Tata Kerja Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Nunukan 

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ntmukan memiliki kewenangan dalam 

mengeluarkan surat izin usaha industri (1U1) tmtuk perusabaan-perusahaan 

yang ingin melakukan kegiatan lndustri di Kabupaten Nunukan dengan hams 

memenuhi syarat yang ditentukan. 

balam hal permobonan izin usaha industri (lUI) yang masuk dalam 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah khusus usaha

usaha industri yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Izin usaha industry 

(lUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusabaan industri 

dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya. . syarat yang harus dipenuhi 

adalah setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan kegiatan industry 

mendatangi Kantor Badan .Pelayanan Perizinan Terpadu (HP2T) dan 

memasukkan berkas yang terdiri dari surat permohonan, copy KTP 

Pemilik/direktur utama/ penanggung-jawab perusahaan, copy akta pendirian 

perusabaan dan pengesahannya (bagi pemobon yang berbentuk badan usaha), 

copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan, copy Surat 

Izin Gangguan (HO))/Surat Izin Tempat Usaha (SITU), copy persetujuan 

kelayakan dan atau izin lingkungan, copy surat keterangan instansi teknis (jika 

dipersyaratkan), pas foto berukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar di loket 

penetimaan berkas dan penyerahan izin yang di veri:fikasi secara administrasi. 

· Pendaftaran lzin Usaha lndustri diajukan langsung oleb Pemobon kepada 

WaliKabupaten Nunukan melalui Kepala Kantor Unit Badan Pelayanan dan· 

Perizinan Terpadu di Bone dengan mengisi beberapa formulir, yaitu formulir 
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· Surat Izin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar Industri (TDP), dan Izin 

Bangunan (HO). Tahap-tahap pemberian izin usaha industri sebagai berikut: 

1) Pemohon datang ke Kantor Unit Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Nunukan. 

2) Pemohon datang ke petugas informasi/customer service atau dapat langsung 

menuju petugas pendaftaran untuk memperoieh tormulir pengajuan izin. 

a) Petugas informasi/customer 

service dan atau petugas pendaftaran memberi salam serta hams 

berpenampi1an menarik, ramah, sopan dan memberikan semua intonnasi 

yang dibutuhk:an pemohon berkaitan dengan pengurusan perizinan. 

b) Petugas pelayanan perizinan hams menyediakan formulir izin dan 

menjelaskan dengan rinci tata cara pengisian formulir permohonan. 

3) Setelah pemohon menerima permohonan izin,: 

a) Pemohan mengisi formulirpctmohvnan dan mclengkapi pGrsyaratan. 

b) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas: 

i. Bila lengkap,berkas permohonan._di agenda dan pemohon diberi resi 

penerimaan berkas~ · se1anjutnya berkas pennohonan dikirim ke bagian 

proses. 

ii. Bila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon. 

4) Sub bidang pengo1ahan memproses izin dan mempelajari berkas 

permohonan, dengan 2 ( dua) altematifkeputusan : 

a) Bila pengajuan izin dapat menimbulkan dampak yang cukup 

I 

I ! 
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signifikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya maka perlu 

dilakuk:an penil\jauan lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis. 

b) Jika tidak per1u peninjauan lapangan/pembahasan o1eh 'rim Teknis 

Perizinan maka berkas dapat langsung diproses. 

1) Membuat surat undangan kepada Tim Tekllis Perizinan untuk pembahasan. 

Berdasarkan pembahasan Tim Teknis dibuat : 

a)· Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 

b) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan 

6) Rekomendasi Tim Teknis perizinan apakah diizinkan atau dito1ak. Bila 

diizinkan berkas permohonan dikirimk:an ke Sub bidang pembukuan dan 

pelaporan izin, bila tidak diizink:an berkas dikembalikan ke pemohon dan 

diberi surat penolakan. 

7) Bidang perizinan memproses dan menetapkan izin. 

8) Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Perizinan dan 

Sekretaris serta Penandatanganan 1zin oleh Kepa1a Kantor Unit Badan 

Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan . 

9) Pemohon membayar retnbusi, sesuai yang telah diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Izin U saba Perindustrian dan Perdagangan; yaitu: 

a) Petusahaan Industri Kecil (JK) Rp. 25.000 

b) Perusahaan lndustri Menengah (1M) Rp. 50.000 

c). Perusahaan Industri Besar (ffi)Rp. 75.000" 

d) Petugas menerima resi pembayaran, registrasi izin (pencatatan, 

penomoran, dan pengarsipan) dan penyerahan 1zin kepada Pemohon 
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Prosedur atau mekanisme yang berlaku di Badan Pelayanan Perizinan Te:rpadu 

Kabupaten Nunukan memang demikian, pelimpahan atau pendelegasian 

wewenang dari Pemerintah baerah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini 

W aliKabupaten Nunukan yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan 

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap pennohonan sampai dengan tahap 

terbit dokumen yang dilakukan dalam saht tempat/satu atap. Masyarakat atau para 

pendiri industri yang ingin mendaftarkan industrinya tidak mengalami kesulitan, 

karena Badan Pelayanan Perizinan Te:rpadu membuka loket tersendiri terkait 

dengan izin usaha industri. balam sistem pemerintahan, selain aparatur birokrat 

dan lembanga publik juga hams terdapat suatu rumusan kebijakan publik yang 

merepresentasi-kan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Dalam penunusan 

kebijak:an itu, haruslah memperhatikan tujuan pemerintahan dan fenomena sosial 

masyarakat dalam lingktmgan tersebut. Kebijakan mempakan serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yang diambi loleh seorang aktor politik 

berkenaan dengan tujuan yang di pilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam 

situasi dimana keputusan tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan 

aktor tersebut. Dari pendapat dari beberapa de:finisi tentang kebijakan publik 

diatas, maka dapat di simpulkan bahwa serangkaian keputusan aktor politik 

dengan melihat fenomena sosial yang teljadi terkait tiridakan yang akan dilalukan 

maupun tidak dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan_~ Unhtk ~emahami 

kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik aktor terkait 

dengan kebijakan pubh"k maka diperlukan pemahaman bahwa unhtk 

mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientas ikepada 

kepentingan rakyat. 
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Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk: melakukan 

pemahaman terkait Perizinan U saba Industri yang merupakan produk dari 

kebijakan publik. Kebijakan pubhk merupakan segata keputusan yang dike1uarkan 

oleh pemerintah untuk: diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. 

Segala bentuk kebijakan publik yang di buat perlu dilaksanakan secara baik 

sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk 

memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang 

implementasi kebijakan. 

Dalam pe1asksanaan implementasi keb:ijakan, ada beberap a±hldor yang dianggap 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 

a .. Communication (komunikasi); 

Komunikasi merupakan upaya untuk: menyebarluaskan informasi, baik dari atas 

ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu 

adanya ketetapan waktu dalam penyampaian intormasi, hams je1as intormasi 

yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi 

yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran. 

b. Resources (sumberdaya); 

Sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. 

sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, 

. . . -~·-· 

karena implementasi kebijakan tidak akan etektif bi1amana sumber-sumber 

pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber 

daya dari kebijakan itu hams relatif cukup jumlahnya, memptmyai keahlian dan 

keterampilan untuk me1aksanakan kebijakan, intormasi yang memadai atau 
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relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk 

mensuksesk:an implementasi keb~jak:an, wewenang yang dimiliki implementor 

untuk meiaksanakan kebijakan. 

c. Dispotisions or attitude (sfkap); merupak:an sikap implementor dalam 

rnendukung suatu jmplem~ntasi kebijak&n. Implementator kebijakan haruslah 

memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu. 

d. Bureaucratic strnctUre (struktur birokrasi); tahapan implementasi kebijak:an 

yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lei.Ubaga maupun 

dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif 

antar lembaga-lembagaterkaitdalam. mendukung keberhasilan implementasi. 

Ada enam :taktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau 

- kegagalan implementasi. Enam faktor tersebut adalah: 

1) Tujuan atau sasaran kel>ijak&~ yang jelas dan konsisten, yakni rincian 

mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijak:an beserta standar 

untuk mengukur pencapaiannya. 

2) Dukungan tooti yang lmat dalam merwu.uskankebijakan,yakni lru.J.dasan 

dalam penyusunan kebijak:an yang dilaksanak:an. 

3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin 

terjadi kepatuhan para petUgas di Japangan dan kelompok sasaran, yakni 

peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan. 

4) Duk:ungan para stakeholder, yak:ni dukungan dari berbagai pihak yang 

terkait dengan implementasi program yang di jalankan 

5) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan 

pemahaman ak:an isi dan tujuan kebijakan. 
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6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan 

sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebUakan dapat 

mempengaruhi kond.isi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan 

publik tentang kebijakan tersebut. 

3.2 .Faktor-f!'aktor yang mempengaru implementasi kebijakan .Pemerintah 

terhadap pemberian izin usaha pada prusahaan yang beroprasi di 

Kabupaten Nunukan. Secara umum, pengimplementasian kebijakan 

Pemerintall terhadap pemberian izin usaha pacta prusahaan yang beroprasi 

pada daerah 3T di Kabupaten Nunukan; dapat dikatakan belum optimal 

bahkan belum menyentuh sasaran penerapan kebijakan tersebut, ada 

beberapa taktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini di 

lapangan yang dibagi kedalam 2 ( dua) faktor yaitu faktor penghambat dan 

faktor pendukung yang dapat digaris bawahi sebagai berikut: 

3.2.1 .fi'aktor Pengbambat 

a. Komunikasi 

Menurut salah satu informan kunci kurangnya komunikasi antara Dinas 

Perizinan dengan para implementor d.ibawalmya merupakan penyebab belum 

disosialisasikannya kebijakan perizinan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pemyataan seorang anggota Tim Teknis BKN, AH: 

"" Kurangnya komunikasi dari pihak Uiknas sebagai Pembina d.i Kabupaten . 
Nunukan dengan UPT Kecamatan dan Pengawas, serta kurangnya harmonisasi." 
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Dengan komunikasi yang efektif, diantara para implementor kebijakan 

diyakini mampu menghilangkan kese~jangan yang teijadi antara kebUakan dan 

implementasinya di lapangan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan 

terdapat perubahan yang signifikan sebagai akibat dari pengimplementasian 

kebijakan yang baik dan sistematis. 

b. Sumber daya 

Infonnan kunci yakni Juni Mardiansyah, AP sebagai Kepala Dinas 

Penananman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan 

menyebutk:an taktor keterbatasan anggaran sebagai penyebab utama tersendatnya 

implementasi kebijakan dilapangan, hal ini sesuai dengan pemyataan Juni 

Mardiasyah, AP infonnan kunci dan kasubak umum menyampaikan sebagai 

berikut: 

"memang kendala kita pa kami sudah pemah mencoba menyusun di 
bidang umum dan kepegawaian coba menganggarkan untuk SKPD dinas 
pada semua jenjang baik untuk tingkat sekala menengah dan besar, 
terkendahmya saja khwms tahun ~ni 2017 pada. saat kita ada rasionalisasi 
anggaran karena Kabupaten Nunukan mengalami defisit karena anggaran 
kita ini banyak terseret ke Provinsi. " 

Keterbatasan anggaran memang merupakan pennasalahan klasik dalam 

hal imp1ementasi kebijakan, sehingga kekurangan dana mampu menghambat 

keberhasilannya. Untuk selanjutnya penting untuk meneliti tentang kebijakan 

penganggaran di Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan pe:rizinan 

terpadu Kabupaten Nunukan. 

Selanjutnya, dalam permasalahan ini faktor sumberdaya manusia pun 

(SDM) nampaknya memegang peranan penting. Terbukti dari beberapa kali 

wawancara dengan intonnan baik intonnan kunci maupun intonnan umum, 
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khususnya para implementor, mereka hanya mengetahui isi kebijakan ini secara 

umum, sehingga untuk mempeijuangkan bagaimana keb~jakan ini bisa 

diimplementasik:an terasa kurang serius, apaiagi jik:a tidak mengetahui sanksi 

bagi implementor yang tidak menjalankan kebijakan perizinan ini. · 

Faktor sarana dan prasarana dapat dilihat cukup memadai dalam 

mendukung impementasi kebijakan. Sebagai contoh, Vinas penanaman modal 

dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan memiliki ruangan 

pertemuan yang luas, alat-alat komputer dan multimedia, sehingga dapat 

dik:atakan bahwa taktor sarana dan prasarana bukan1ah menjadi tatdor yang dapat 

menghambat berjalannya implementasi kebijakan perizinan daerah khusus di 

Kabupaten Nunukan. 

c. Struktur Hirokrasi. 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur biro1rrasi itu sendiri. Aspek pertama adaiah mekanisme, 

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation 

procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam 

bertindak agar da1am pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan 

sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi 

. yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cendenmg melemallkan 

pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks 

yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak 

fleksibel. 
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Pada Dinas perizinan Kabupaten Nunukan, peranan Sekretaris 

yang relevan dengan batasan permasalaban diantaranya merumuskan sasaran 

yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai 

dasar dalam pelaksanaan tugas serta merumuskan sasaran yang bendak dicapai 

berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 

pelaksanaan tugas dan semua tugasnya itu dilaporkan kepada Kepala Dinas. 

Sementara Bidang perizinan memiliki tugas diantaranya merumuskan kebijakan 

operasional dibidang perizinan yang dikelolanya meliputi bidang pengembangan, 

kurikuJum, ketenagaan dan data .k:ependidikan serta meminpin, merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan 

dibidangnya. Sebingga dapat disimpulkan babwa semua program yang 

ditetap.k:an dalam renstra Dinas perizinan seharusnya sudah melaJui SOP yang 

sudab baku. Hanya saja dalam hal ini berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (LAKIB), Program peningkatan atau sosialisasi maupun 

pelatihan tida.k: ditemu.k:an dalam tujuan strategisnya maupun didalam indi.k:ator 

keberhasilan programnya. Ini menunjukkan babwa Dinas perizinan Kabupaten 

Nunukan belum memprioritaskan kebijakan perizinan sebagai hal yang 

mendesak untu.k: diimpiementasi.k:an. 

d. Kondisi Lingkungan Geografi 

Kabupaten Nunu.k:an yang merupa.k:an daerah dengan topograti beragam 

menjadi masalab tersendiri dalam menghambat implementasi kebijakan perizinan 

usaha. Kabupaten Nunukan. Daerab yang letaknya berjauhan dan sulit dijangkau 

menyebabkan transmisi intormasi menjadi terhambat dan memerlu.k:an biaya 
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besar. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh 

Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten 

Nunukan. 

3.2.2 Faktor Pendukung 

a. Disposisil Sikap Perilaku Implementor 

Faktor s~1anjutnya, men:q:m.kan hal yang tak kalah penting dari 3 t1ktor 

sebelumnya. Sikap atau perilaku implementor sangat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal kebijakan perizinan 

daerah khusus di Kabupaten Nunukan, melalui pengamatan, dapat disimpulkan 

bahwa sebenarnya para implementor sangat antusias dalam menjalankan 

kebijakan tersebut. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah masalah 

kapabilitas implementor yang hams ditingkatkan, karena key intorman yang 

notabene adalah seorang implementor masih mengetahui kebijakan tersebut 

secara umum, hal ini sesuai dengan pemyataan salah satu key informan ketika 

ditanya apak:ah dia mengetahui tentang perizinan usaha di Kab. Nunukan, 

sebagai berikut: 

"saya mengetahui secara umum saJa tentang perizinan usaha oleh dinas 
perizinan." 

Ini artinya bahwa, implementor sendiri kurang begitu memahami tujuan 

dari kebijakan tersebut berikut sanksi yang bisa didapatkan apabila kebijakan 

tersebut tidak dijalankan. 

Meskipun demikian antusisme yang ditunjukkan oleh implementor dapat 

menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan ini akan diterapkan lebih baik 

lagi dimasa yang ak:an datang. 
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b. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan didukung oleh data Renstra Dinas 

perizinan Kabupaten .Nunukan memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perizinan di Kabupaten 

Nunuk:an. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar dalam 

keberhasilan imp1ementasi kebijakan publik, oleh karena itu kelengkapan sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas perizinan Kabupaten Nunukan 

merupakan faktor penduk:ung di dalam keberhasilan implementasi kebijakan 

perizinan di Kabupaten .Nunukan. 

c. lnovasi Petayanan Publik 

Dalam proses implementasi kebijakan, dibutuhkan inovasi sebagai 

katalisator implementasi, sehingga kebijakan bisa diimplementasikan dengan 

cepat dan etisien. Berdasarkan wawancara dengan intonnan kunci, yakni Juni 

Mardiasyah, AP diketahui bahwa di masa mendatang Dinas perizinan Kabupaten 

Nunuk:an akan menerapkan sistem online dalam implementasi kebijakan perizinan 

usah. Hal ini terungkap datam pemyataan sebagai berikut: 

"kami akan berusaha pa membangun atau memberikan sebuah pelayanan 
online kedepannya. Jadi wirausaha yang berada di lapangan cukup 
mengisi fonnulir secara online, kami akan memberikan pelayanan online 
membuka link atau password <Jan terrran4errmn bisa mengi.npnt data 

· sendiri sehingga kami di Dinas perizinan tinggal mengecek dan membuka 
selanjutnya akan meneruskan ke BKD. Sehingga memudahkan proses 
pemberkasan mereka, sehingga pemberkasan mereka tidak keluar dari 
pedalaman ke ibu kota karena membutuhkan waktu dan biaya yang 
besar." 
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Dengan Inovasi Pelayanan Publik yang akan diterapkan kedepannya 

diharapkan implementasi kebUakan perizinan dapat beijalan dengan baik . 

.U. .Pembahasan 

George Edward III (1980) dalam bukunya "Implementing Public Policy" 

membagi 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. 

Keempat t8.ktor itu adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokmt 

dan struktur birokrasi. 

4.1 Koinunikasi 

Dalam penelitian ini ditemukan kekurangan dalam komunikasi diantara 

Implementor Dinas perizinan kepada leading sector yang berada dibawahnya, 

contohnya: Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas perizinan, Pengawas, sehingga 

ditemukan bahwa implementasi kebijakan perizinan usaha di Kabupaten Nunukan 

pada umumnya dan pada khususnya daerah khusus belum terlaksana dengan 

baik. 

Menurut George Edward 111 (19~0:17) 

"The first requirement for effective policy implementation is that those who 
are to implement a decision must know what they are supposed to do. 
Policy decision and implementation orders must be transmitted to the 
appropriate personnel before they can be followed Naturally, this 
communication need to be accurate, and they must be accurately perceived 
by implementors. " 

Edward mengata.,kan bahw~ syarat pertama untuk i.nlplementasi kebijakan yang 

efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan hams tabu apa yang 
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seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan hams 

diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu, komunikasi 

ini harus akurat, dan mereka harus akurat dipersepsikan o1eh pe1aksana. 

Sehingga, komunikasi ini sehamsnya dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat 

komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan 

pubJik. Komunikasi ini dibagi 1agi oleh Edward 111 da1am 3 dimensi yaitu Dimensi 

Transmission (Transmisil pemindahan/ penyebaran infonnasi), Dimensi Clarity 

(Kejelasan) dan Dimensi Consistency (Kekonsistenan). 

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan pubtik disampaikan tidak 

hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang 

berkepentingan baik secara 1angsung maupun tidak 1angsung. 

b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan 

kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas 

sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, 

sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-

masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan 
i 

• I 

untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara ete.ktif dan efisien. 'I 

c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil 

tidak simpang siur sehingga membingt.mgkan pelaksana kebijakan, target grup 

dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dari basil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses implementasi 

kebijakan perizinan, Implementor Dinas perizinan Kabupaten Nunukan hams 

memperhatikan ketiga dimensi di atas agar proses komunikasi bisa berja1an 
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dengan baik sehingga implementasi kebijak:an bisa diterapkan secara akurat dan 

tepat sasaran. 

4.2 Sumber daya 

Edward III (1980:10) menyatakan bahwa " No matter how clear and 

consistant implementation orders are and no matter how accurately they are 

transmitted, if the personnel responsible jor carrying out poiictes lack the 

resources to do an effective job, implementation will not effective . Pemyataan 

tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : "Tidak: peduli seberapa jelas dan 

konsisten perintah pe1aksanaan berada dan tidak: peduli seberapa ak:urat mereka 

ditransmisikan, jika personil yang bertanggung -jawab untuk melak:sanak:an 

kebijak:an kekurangan sumber daya untuk melak:ukan pekerjaan yang efektif, 

implementasi tidak ak:an efektif." 

Dari basil penelitian, dapat ditabulasi jenis-jenis sumberdaya yang 

dibutuhkan demi kelancaran implementasi kebijak:an. 

4.3 Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia merupak:an salah satu variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan pelak:sanaan kebijakan. Edward III (1980:54) menyatak:an bahwa 

"probably the most essential resources in iTJlplementing policy is staff' . .Edward 

III (1980:62) menambahkan "Lack of management skills is an even greater 

problem at the state and local levels. " Ditambahkan pula oleh Edward III 

(l9S0:79) "'SkilL as well as numbers is an important characteristic ofstajjfor 

implementation. All too often public offiials are lacking in the expertise both 
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substantive and managerial, needed to implement policies effectively. " 

Pemyataan Edward III diatas tentang sumberdaya yang paling penting 

dalam melaksanakan kebijakan adaJah staf menunjukkan bahwa 

sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam implementasi 

kebijakan. Berdasarkan basil penelitian, Dinas perizinan Kabupaten 

Nunukan memi1iki implementor yang tidak begitu memahami permasalahan 

kebijakan. Namun demikian semangat implementor yang bertekad akan 

terns memperbaiki implementasi kebijakan perizinan daerah khusus patut di 

dukung dan di apresiasi olen stake holder. Kendala selanjutnya pada 

sumberdaya manusia adalah kurangnya keterampilan manajemen. Menurut 

Edward III, ini merupakan masalah yang lebih besar di tingkat negara 

bagian dan lokal. Tak terkecuaJi di tingkat satuan kerja perangkat daerah 

khususnya Dinas perizinan Kabupaten Nunukan. Stakeholder harus mampu 

menyiapkan staf yang mumpuni dalam melaksanakan tugas implementasi 

kebijakan. Kepiawaian staf dalam melakukan tugasnya menjadi salah satu 

faktor penting dalam keberhasilan implementasi perizinan secara efektif 

4.4 Sumberdaya Anggaran 

Edward III (1980:82) menyatakan dalam kesimpulan studinya 

"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate 

facilities. 1'his is tum limit the quality of service that. implementor can be 

provide to public". Menumt Edward Ill, terbatasnya anggaran yang tersedia 

menyebabkan kualitas pelayanan yang sehamsnya diberikan kepada 

masyarakat juga terbatas. 
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Berdasarkan basil penelitian dalam wawancara dengan beberapa stake 

holder, kebanyakan menyebutkan kurangnya anggaran sebagai penyebab 

kurangnya sosialisasi tentang kebijak:an perizinan. Hal ini sesuai dengan 

kesimpulan George Edward III di atas. Oleh karenanya dalam kebijakan 

penganggaran Dinas perizinan Kabupaten Nunukan perlu adanya penekanan 

pada sosialisasi kebijak:an perizinan karena sangat berhubungan erat dengan 

peningkatan pendapatan dan kemajuan wirausahawan daerah, terlebih lagi bagi 

wirausaha yang berada di daerah khusus. 

c. Sumberdaya .Peralatan 

Edward III (1980:77) menyatakan: 

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An 

implementor may have sufficient stajj; may understand what he supposed to do, 

may have authority to exercise his task, but without the necessary 

building, equipment, supplies and even green space implementation will not 

succeed. " Pemyataan .Edward 111 ini, jika diatihbahasak:an sebagai berikut: 

"Fasilitas :fisik juga mungkin sumber daya kritis dalam implementasi. Seorang 

implementor mungkin memiliki staf yang cukup, dapat memahami apa yang 

seharusnya ia lak:ukan, mungkin memiliki kewenangan untuk melaksanak:an 

_ _ tugasnya, tapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan dan 

bahkan pelaksanaan ruang hijau tidak ak:an berhasil." Sehingga jelas bahwa 

tersedianya tasilitas menjadi ta.ktor yang sangat penting datam keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

Berdasarkan pengamatan penulis, Dinas penanaman modal dan kantor 
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pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan memiliki sarana dan prasarana 

yang sangat memadai dalam mendukung tugas-tugas Dinas penanaman modal dan 

kantor pe1ayanan perizinan terpadu. Sehingga dapat dikatakan Dinas penanaman 

modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan tidak 

memiliki masalah pada bidang sarana dan prasarana. 

Edward 111 (1980:8:2) mengatakan bahwa "'A tack of essential building, 

equipment, supplies, or land can hinder policy implementati(m as much as can 

inadequacies in the other resources we have examined." 

Pentingnya masatah sarana dan prasarana ini datam mensukseskan implementasi 

kebijakan publik, sehingga kekurangan sarana dan prasarana itu bisa menjadi 

setara dengan faktor utama lainnya. 

4.6. Oisposisi 

Edward III (1980:11) menjelaskan di dalam bukunya "Implementing 

Public Policy", 

'"1he dispositions or attitudes of implementor is the third critical jactor in our 
approach to the study of public policy implementation. If implementation is to 
proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the 
capability to do it, but they must also desire to carry out a policy." 

merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika 

implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tabu 

apa yang harus diiakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukaunya, tetapi 

mereka juga harus memiliki keiri.ginan untuk melaksanakan kebijakan. 

Menurut hasil penelitian, para ~plementor sebenarnya memiliki 

keinginan da1am me1aksanakan kebijakan perizinan ini. Hanya saja tingkat 

keseriusannya mungkin perlu di tingkatkan lagi mengingat kebijakan perizinan 
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ini memiliki tujuan dan latar belakang yang sangat serius demi kemajuan 

otonomi daerah di Indonesia. 

Edward 111 (1980:90) melanjutk:an penje1asannya: 

"Many policies fall within a "zone of indifference". These policies 
probably be implemented faithfully because implementor do not have 
strong feeling about them. Other policies, however, will be in direct 
con.flict with the policy vie-1-v.v or personal or o.rganizattona! interests of 
implementors. When people are execute orders with which they do not 
agree, inevitable occur between policy decisions and peiformance. In 
such cases implementor will exercise their discretion, sometimes in 
subtle ways, to hinder implementations." 

lJaiam studi kasus perizinan daerah khusus di Kabupaten Nunukan, 

menurut pengamatan penulis, sikap implementor bukannya ingin menghalangi 

implementasi kebijakan ini, hanya saja komitmen kuat yang diperlukan dari para 

implementor. Kata ""Desire" yang digunakan o1eh Edward 111 dapat dikatakan 

merujuk pada "gairah" atau mungkin keinginan yang kuat tmtuk melaksanakan 

kebijakan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. 

4.7 Struktur llirokrasi 

Edward III (1980: 11) menegaskan bahwa: 

"Even in sufficient resources to implement a policy exist and implementors know 
what tn dn and lilflnt tn dn it. imn/P.mP.ntatinn mav still tmvartP.d hP.r:aw:P. nf 

. I ./.. ' _,.· ' J 

defiencies in bureaucratic structure. " 

Bahkan da1am sumber daya yang cukup untuk me1aksanakan kebijakan 

eksis dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, 

implementasi mungkin masih bisa gagal karena . kekurangan dalam struktur 

· birokrasi. Edward III (1980:125) mengidentifikasi karakteristik yang paling 

menonjol dari birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 

Fragmentasi. 

a) Standard Operating Procedure (SOP) 
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SOP merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai publik 

untuk mempennudah dalam pembuatan keputusan yang banyak setiap hari. 

Kelebihan dari penerapan SOP diantaranya adalah penghematan waktu, lebih 

mudah untuk mengantisipasi kejadian yang berlangsung diluar dugaan dan untuk 

kepentingan keseragaman. 

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya SOP da1am implementasi 

kebijakan perizinan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka hal 

pertama dan utama yang barns dilakukan adalah penyampaian infonnasi atau 

sosialisasi, kemudian diikuti oleh pelatihan, implementasi program kebijakan dan 

yang terakhir adalah evaluasi. 

Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu 

Kabupaten Nunukan dalam hal ini sebagai implementor kebijakan perizinan 

barns membuat SOP sehingga kegiatan implementasi program dapat betjalan 

lancar, kesalahan dapat diminimalisir dan melalui evaluasi program dapat 

dilakukan perbaikan secara tems menerus. 

b) Fragmentasi 

Definisi fragmentasi menurut Edward III (1980: 134): 

"Fragmentation is the dispersion of responsibility }or a poLicy area 
among several organization units. " 

Bila dialih bahasakan pengertian Fragmentasi adalah penyebaran/pembagian 

tanggungjawab nntnk area kebijakan antara hebcrapa unit organisasi. 

Edward III (1980:137) selanjutnya menuliskan bahwa: 

"Fragmentation implies diffusion of responsibility, and this makes 
coordination of policies difficult. The resources and authority necessary 
to attack a problem comprehensively are often distributed among many 
bureaucratic units." 
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Fragmentasi menyiratkan difusi tanggtmg jawab, dan ini membuat 

koordinasi keb~jakan yang sulit. Sumber daya dan wewenang yang diperlukan 

untuk menyerang masalah komprehensif sering d.id.istribusikan di antara banyak 

unit birokrasi, sehingga menjadi tidak fokus dan mengambang. 

Dalam penelitian ini, terlihat Dinas perizinan memiliki struktur organisasi 

yang lengk:ap, hanya saja kurang teijadi koordinasi dan komunikasi ke berbagai 

struktur yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan ini. Koordinasi dan 

komunikasi pula harus terjalin antara bidang yang menangani tentang perizinan 

dalam hal ini Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas perizinan dengan pend.iri 

usal1a, tentang program implementasi kebijakan perizinan ini berikut 

penganggarannya. 

Se1ain dari taktor-tiiktor yang dapat d.ije1askan oleh Edward 111 di atas, 

Peneliti menemukan hal baru dalam penelitian ini, yakni Inovasi Pelayanan 

Publik. Kendati baru sebatas wacana, inovasi berupa pelayanan kenaikan pangkat 

online bagi wirausahawan d.iharapkan bisa menjadi instrument yang tepat untuk 

mengatasi persoalan publik ini. 

Purwanto dan Sulistyastuti (2012) menyatakan bahwa ketepatan 

instrument akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan. Dengan demikian, meskipun belum tentu seratus persen akurat, 

inovasi yang akan dilakukan ~emberikan harapan dalam mengisi kesenjangan 

- - diantara kenyataan dan harapan yang d.ihadapi dalam implementasi kebijakan 

perizinan di Kabupaten Nunukan. 
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BABV 

KESiMPULAN DAr~ SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam 

Analisis ini, sebagaimana telah dije1askan pada bab sebelumnya, seperti aspek 

yang terkait dengan implementasi menurut George C.Edwart liT yakni, aspek 

komunikasi. sumber daya, disposisi, dan stmktnr birokrasi, maka dapat 

dinyatakan kesimpulan sebagai berikut : 

l. Kebijakan Pi:a..uefwtah Dalam Jviemberikan Izin Usaha }..fikro Kecil dan 

Menengah di Kabupaten Nunukan adalah untuk memberikan perbaikan 

kualitas pelayanan publik d~ngan serius. Dengan Peraturan WaliKabupaten 

Nunukan No.49 Tahun 2011 tentang Pelfmpahan Sebagian Kewenangan di 

Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Kabupaten Nunukan. f'-emi mewnjudkan pe1ayanan yang prima salahsatu 

kebijakan yang dicanangk:an adalah penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu atau sering disebut one stop service yang berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006, 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada 

prins!pnya kebijakan ini adalah kegia.tan penye1enggarnan pe1ayanan 
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perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan 

dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, 

murah, mudah, transparan, pasti, dan teijangkau. Dalam Peraturan Menteri 

Dalam .Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu adalal1 kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 

yang proses pengelolaannya mulai uari tahap ptmnohonan sampai ke tahap 

terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

2. Dalam penerapan pelaksan8an Kebijakan Pemerintah Dalam 

Memberikan lzin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten 

Nunukan faktor penghambatnya anatara lain kebijakan yang berorientasi 

kepada kepentingan rakyat niasih kurang dapat dipahami oleh 

masyarak:at, minimnya anggaran sosialisasi sehingga mengbambat 

sosialisasi kepada masyarakat di tahun 2017 dengan kurangnya masyarakat 

memahami persyaratan-persyaratan tersebut sehingga masih kurang 

memenuhi persyaratan yang ada dan banyaknya jenis perizinan yang harus 

dipenuhi. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk 

melakukan pemahaman terkait Perizinan Usaha Industri yang merupakan 

produk dari kebijakan publik. 
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' I 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

i 

1. Sebaiknya Bagi Masyarakat Kabupaten Ntmukan diharapkan bagaimana 

c&ra berperan secara &ktif untuk mengikuti Kebijakan yang telah diberikan 

oleh Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat yang untuk dapat membuat 

suatu izin dalam mendirikan izin usaha di Kabupaten Nunukan. 

2. Sebaiknya Pemer.wtah Kabupaten dan Dillas I\;;tirwan mengupayakan 

bagaimana caranya untuk terns mengadakan sosialisasi dan memberitahu 

kepada masyarakat Kabupaten Nunukan dalam tata cara pengurusan izin 

usaha. 

I 

! 
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lATviPlRAN 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

Berikt.itini ~dala·h·d~'ftar pert~nya·an-pertirnyaan hasil 

Pe!'Aoman Wawanear;;~ dan Hasil Transldp Wawanc;ar:a dengan K~pala Sidang Penanaman Modal 

Perijinan Terpadu 

BPMPT. 

Bagaimana menrut pendapat Bapak tentahg berubahnya Kantor Pefayanan ierpadu menjadf 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan? 

Bagaimana perbandingan pelayanan publik bidang perizinan investasi sebelum dan sesudah ada 

pelayanan perizinanterpadu di· Kabupaten Nunukan? 

Bagaimanakah menu rut Bapakjumlah masyarakat yang melakukan perizinan investasi dari 

tanun ke tatn:.n di sf<M"PT Kabupah:n t.funtrkan? 
Apa kelebihan pelayanan yang diberikan setelah menjadi BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam 

perizinan investasi 

Bagaimana upaya yang akan dilakukan apabila apa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan 

perizinan investasl di BPMPT Kabupaten Nunukan? 

Bagaimana upaya ya!)g di!r!lmkan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan me!alui BPMPT 

Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi? 

Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui BPMPT 

Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi? 

Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meta lui BPMPT 

Kabupaten Nunukanmengatasi kendala- kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik bidang perizinan investasi? 

Sekian Tremaksi 
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PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU KABUP ATEN NUNUKAN 
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